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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan

hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:
PEMBANDING, laki-laki, lahir di Pandeglang, 10 Agustus 1958, usia 65

tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, agama
Islam, beralamat di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal
ini memberi kuasa kepada M. Ichwan Anshory, S.H.,
Advokat pada Kantor Hukum “M. Ichwan A., S.H. &
Rekan", beralamat di JI. Katim Palaza, Kp. Kebon Duren
RT. 005 RW. 07 No. 49, Kel. Kalimulya, Kec. Cilodong -
Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
Juni 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa
Kepaniteraan Pengadilan Agama  Depok  Nomor
619/RSK/560/2023/PA.Dpk  tanggal 27 Juni 2023,
dengan alamat domisili Electronik Email:
peradidepok2018gmail.com, dahulu sebagai Tergugat
sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, perempuan, lahir di Jakarta, usia 65 tahun, pekerjaan

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam,
beralamat di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Meky Aleksander, S.H. dan
Kawan-kawan, kesemuanya Advokat/Pengacara pada
Kantor Hukum A.D.A & PARTNERS, beralamat di Jalan
Katim Palasa Nomor 59, Kalimulya, Kecamatan
Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Register
Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok
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http://peradidepok2018gmail.com/

Nomor 718/RSK/560/2023/PA.Dpk tanggal 20 Juli
2023, dengan domisili Electronik Email:
mekyalexander@yahoo.com, dahulu sebagai Penggugat

sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan

berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA
Memperhatikan = semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 13
Juni 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Zulgaiddah 1444 Hijriah
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Obyek berupa sebidang tanah beserta bangunan
permanen di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Nomor xxx seluas 60 Meter persegi, atas Nama Pembanding, terletak
di Kota Depok, Jawa Barat, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan: Rumah xxx

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Perumahan/Komplek.
- Sebelah Barat berbatas dengan: Kontrakan/Rumah nomor Xxxx
- Sebelah Timur berbatas dengan: Rumah xxx.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama
tersebut dengan porsi 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian
untuk Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama

tersebut pada poin 2 di atas, seperdua untuk Penggugat dan
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seperdua lainya untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi
secara ril maka semua harta dijual lelang dan hasil penjualannya
dibagi dua sesuai porsinya masing-masing, dan kepada siapa yang
menguasai harta tersebut harus menyerahkan kepada yang berhak
sesuai porsinya,;

5. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakan terhadap obyek harta
bersama sebagaimana petitum angka 2 dalam putusan ini;

6. Menyatakan tidak menerima tuntutan Penggugat tentang Dwangsom dan
Uitvoerbar bij Vorraad;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp4.665.000,- (empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat
pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023
Miladiyah, bertepatan tanggal 22 Zulgaiddah 1444 Hijriah, pada hari dan
tanggal tersebut, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut
sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari
Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta
Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan
kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu,
tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana berita acara relas Pemberitahuan
Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok
Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima
pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 dan Tambahan Memori Banding yang
diterima pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sebagaimana Tanda Terima
Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Depok yang pada pokoknya menyatakan
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keberatan atas putusan perkara a quo dan memohon agar Pengadilan

Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu
Tergugat);

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No
Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 09 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima dan mengabulkan Memori Pembanding (dahulu Tergugat)
untuk seluruhnya.

- Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan
diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 dan
tambahan Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Terbanding tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana berita acara relas
Pemberitahuan dan Pernyataan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Agama Depok, Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah
mengajukan kontra memori banding pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023
sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk
yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Agama Depok sudah
tepat dan adil bagi para pihak dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama
Bandung memutus sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya,;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Perkara
<No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk berdasarkan sidang Musyawarah Majelis
Hakim tertanggal 9 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan 20 Zulgaidah
1444 Hijriah;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara Banding yang

timbul berdasarkan peraturan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.
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Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim
Pengadilan Tingga Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-
adilnya sesuai prinsip peradilan yang baik (Ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal
20 Juli 2023 sebagaimana berita acara relas Pemberitahuan Kontra Memori
Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok Nomor <No
Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk. membaca dan
memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 5 Juli 2023 dan
Pembanding telah membaca dan memeriksa berkas perkara banding
(inzage) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage)
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No
Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan
memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 5 Juli 2023,
namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding
(inzage) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 24
Juli 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Agustus
2023 dengan register Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan
pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua
Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-
A/2278/Hk.05/VI111/2023 pada tanggal 1 Agustus 2023 yang tembusannya
disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama

berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan
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Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan
banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus
Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 13 Juni 2023 Miladiyah,
bertepatan tanggal 22 Zulgaidah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan
oleh Pembanding pada tanggal 27 Juni 2023, dengan demikian permohonan
banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan diajukan
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan
di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding a quo secara formil
dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex
facti berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian
dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama
Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung
yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan
mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha
mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan
proses mediasi dengan Mediator H. Sakhruddin, S.H., mediator yang telah
terdaftar pada Pengadilan Agama Depok yang dalam pelaksanaan mediasi
tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata
mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud,
karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1)

HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
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2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses
penyelesaian perkara a quo secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama
berkas perkara a quo yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi
putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk
tanggal 13 Juni 2023 Miladiyah, bertepatan tanggal 22 Zulgaidah 1444
Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan
dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan
seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo
dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun
peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim
Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun
dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi
pemikiran (ratio decidendi) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku judex facti
akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan
meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang
ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor
492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 juncto Putusan Mahkamah
Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan
mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Harta
Bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih
dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35
ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama dan Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri

dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
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. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal
86 ayat (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri,
dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan
gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh
kekuatan hukum tetap.

. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: “Harta kekayaan
dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-
sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan
berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan
terdaftar atas nama siapapun”.

. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85 Adanya harta bersama dalam
perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik
masing-masing suami atau isteri.

. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 91 ayat (1) Harta bersama sebagaimana
tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak
berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak
bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama
yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta
bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak
atas persetujuan pihak lainnya.

. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 92 Suami atau isteri tanpa persetujuan
pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta
bersama.

. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93: 1. Pertanggungjawaban terhadap
hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; 3. Bila harta
bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; 4. Bila
harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95: 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan
Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa
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adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan
perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti
judi, mabuk, boros dan sebagainya. 2. Selama masa sita dapat
dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga
dengan izin Pengadilan Agama.

9. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing
berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain

dalam perjanjian perkawinan.
Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan atas

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi pada
tahap jawaban sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman
26-27, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal
133 HIR. eksepsi Pembanding tersebut dapat dibenarkan dan harus

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak
mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam
pertimbangan dan putusan tentang eksepsi dan Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan
dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya dalam eksepsi sudah tepat dan benar, karena sudah
mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum
dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik
undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan
tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi

pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara
Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang harta bersama, dengan alasan
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bahwa bukti yang diajukan oleh Terbanding, hanya sebuah fotocopy tanpa
memperlihatkan aslinya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam
Putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang
memiliki kaidah hukum sebagai berikut: “Fotocopy surat tanpa disertai
surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat
bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam
Persidangan Pengadilan perkara Perdata”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Terbanding meskipun
hanya mengajukan bukti tertulis (P.4) berupa fotocopynya saja tanpa
dicocokan dengan aslinya, namun Terbanding telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling
bersesuaian terungkap fakta bahwa benar obyek berupa sebidang tanah
beserta bangunan permanen di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB) Nomor xxx, seluas 60 meter persegi, atas Nama
Pembanding, terletak di Kota Depok, Jawa Barat, dengan batas-batas
sebelah Utara berbatas dengan: Rumah xxx, sebelah Selatan berbatas
dengan: Jalan Perumahan/Komplek, sebelah Barat berbatas dengan:
Kontrakan/Rumah nomor xxx dan sebelah Timur berbatas dengan: Rumah
xxX, adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis
Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar
karena berdasarkan bukti P.4 serta dihubungkan dengan ketarangan 2
(dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materil yang
saling bersesuaian dihubungkan dengan pemeriksaan setempat (descente)
terungkap fakta bahwa harta tersebut di atas adalah benar harta bersama
antara Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama dalam masa
perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil
gugatan Terbanding tentang harta bersama tersebut di atas telah terbukti
dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;
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Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok
Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 13 Juni 2023 Miladiyah,
bertepatan dengan tanggal 22 Zulgaidah 1444 Hijriah yang telah
mengabulkan gugatan Terbanding sebagian, tidak menerima sebagian
haruslah dikuatkan, dan semua pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Depok yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Banding, namun demikian amar putusannya kurang tepat, sehingga
harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut berupa harta
tidak bergerak yaitu tanah beserta bangunan yang sekarang dikuasai oleh
Pembanding, maka kepada Pembanding dan Terbanding atau siapa saja
yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada benda objek sengketa
tersebut agar segera mengosongkan objek perkara tersebut, untuk itu perlu
menghukum dan memerintahkan kepada Pembanding dan Terbanding atau
siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut untuk segera
mengosongkan objek sengketa tersebut dan diletakkan dalam amar pokok
perkara, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA
Nomor 10 Tahun 2020) angka 2, oleh karena itu sistematika dan
rumusannya sebagaimana dalam amar putusan di bawabh ini;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok
Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 13 Juni 2023 Miladiyah,
bertepatan tanggal 22 Zulgaidah 1444 Hijriah haruslah dikuatkan dengan
perbaikan amar dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim
Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-
keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14
Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat
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Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan
Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding
dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i

yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. ~ Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

[I. ~ Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No
Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 13 Juni 2023 Miladiyah, bertepatan
tanggal 22 Zulgaidah 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai
berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Obyek berupa sebidang tanah beserta bangunan
permanen di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) Nomor xxx, seluas 60 meter persegi, atas Nama
Pembanding, terletak di Kota Depok, Jawa Barat, dengan
batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan: Rumah xxx.
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan Perumahan /Komplek.
- Sebelah Barat berbatas dengan: Kontrakan/Rumah nomor xxx
- Sebelah Timur berbatas dengan: Rumah xxx.
Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta

bersama tersebut dengan porsi 1/2 (seperdua) bagian untuk
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Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta
bersama tersebut pada poin 2 (dua) di atas, 1/2 (seperdua)
untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) lainya untuk Tergugat dan
apabila tidak dapat dibagi secara riil maka semua harta dijual
lelang dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) sesuai porsinya
masing-masing dan kepada siapa yang menguasai harta
tersebut harus menyerahkan kepada yang berhak sesuai
porsinya,

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang
menguasai atau mendapatkan hak dari pada obyek sengketa harta
bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas untuk
mengosongkan objek sengketa tersebut;

6. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakan terhadap obyek
harta bersama sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam
putusan ini;

7. Menyatakan tidak menerima tuntutan Penggugat tentang
Dwangsom dan Uitvoerbar bij Vorraad;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp4.665.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh lima ribu
rupiah).

lll. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal
10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445
Hijriah oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi
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Hakim-Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H. Drs. Hikmat Mulyana, M.H.
ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp_10.000,00 +
Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.
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